4.1.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

a. Kreditur tidak bisa melaksanakan eksekusi eksekutorial tetapi kembali

kepada jaminan umum melalui proses pengadilan. Karena tidak dapat
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka dengan sendirinya
tidak akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan
eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

. Sehubungan dengan adanya tindakan debitur yang wanprestasi, maka

upaya hukum kreditur untuk memperoleh haknya adalah dengan
menyampaikan pemberitahuan agar debitur bersedia untuk menyerahkan
sepeda motor yang merupakan obyek jaminan fidusia kepada kreditur
guna dilakukan penjualan dengan dasar kesepakatan dari debitur. Apabila
debitur tidak bersedia menyerahkan sepeda motor yang merupakan obyek
jaminan fidusia dibawah tangan, maka kreditur hanya dapat melakukan
upaya dengan mengajukan gugatan terhadap debitur melalui pengadilan
negeri yang disertai dengan permohonan sita jaminan terhadap sepeda

motor tersebut.
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4.2. Saran
a. Sehubungan dalam praktik masih banyak perjanjian jaminan yang hanya
dituangkan dalam akta di bawah tangan, maka seharusnya di tiap-tiap
daerah (kotamadya/kabupaten) ada kantor pendaftaran fidusia.
b. Diadakannya sosisalisasi tentang proses hukum jaminan fidusia terhadap

para pelaku usaha pembiyayaan konsumen dan konsumen.
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